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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dalam penelitian mengenai implementasi hak atas privasi terhadap 

perlindungan data pribadi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari ICCPR, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

Implementasi hak atas privasi di Indonesia berkaitan dengan perlindungan 

data pribadi, belum sejalan sepenuhnya dengan yang dikehendaki oleh Pasal 

17 ICCPR, khususnya dalam UU PDP. Hal tersebut berkaitan dengan 

pemberian perlindungan kepada Subyek Data Pribadi, karena UU PDP tidak 

memberikan standar dan pengaturan yang jelas terkait pemulihan terhadap hak 

Subyek Data Pribadi yang dilanggar, dan melimpahkan kepada Pengendali 

Data secara sepenuhnya, tanpa lebih dahulu diatur dalam UU PDP. Faktanua, 

mengacu pada Pasal 2 ayat (3) ICCPR, Negara Anggota berkewajiban untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin implementasi 

dari ICCPR di wilayah yurisdiksinya, yakni dengan langkah legislatif, 

yudikatif, dan administratif. Termasuk dalam menjalin perolehan pemulihan 

yang dibutuhkan apabila terdapat hak-hak yang dilindungi oleh ICCPR 

dilanggar, dalam hal ini termasuk hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 17 

ICCPR. Sehingga, Indonesia berpotensi tidak memenuhi tanggung jawab dan 
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kewajiban negara terhadap HAM Internasional, terutama yang diatur oleh 

ICCPR, sehingga implementasi hak atas privasi terhadap perlindungan data 

pribadi di Indonesia tidak sesuai dengan ICCPR.  

B. SARAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa 

Indonesia telah berusaha untuk melakukan pemenuhan Hak atas Privasi yang 

dikehendaki oleh Pasal 17 ICCPR. Namun, mengingat perkembangan zaman 

dan kemajuan teknologi yang semakin siginifikan, Indonesia harus mulai 

mengejar ketertinggalannya, termasuk dalam pengaturan perlindungan Data 

Pribadi yang saat ini semakin erat dengan pemenuhan Hak atas Privasi.  

 Oleh karenanya penulis menyarankan untuk Indonesia mengikuti arahan-

arahan yang diberikan oleh Internasional, salah satunya yang bersumber dari 

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 77/211, karena penulis meyakini 

Indonesia akan dapat mengejar ketertinggalan terkait teknologi, termasuk 

pengaturan berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi bilamana melihat dan 

mengikuti Resolusi Majelis Umum PBB saat ini dan yang akan datang. Hal ini 

akan berdampak baik, baik dari sisi pemenuhan Hak atas Privasi dari Subyek 

Data Pribadi, maupun dari Perlindungan Data Pribadi. 

Salah satu contoh konkrit adalah Data Protection Authority (DPA) yang 

mana dunia Internasional menghendaki agar badan ini independen, dan hal 

tersebut juga telah direkomendasikan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 

Nomor 77/211. Pengaturan independensi badan ini, menurut penulis sangat 

berdampak dalam penilaian Internasional, negara-negara lain dapat menilai 
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bagaimana konflik berkaitan dengan Pemrosesan Data akan diselesaikan. UU 

PDP tidak mengatur DPA sebagai lembaga yang independen, sekaligus 

menempatkan DPA bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang tentu 

pengaturan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini 

kedepannya. Terkait hal ini, Indonesia dapat mengkaji ulang Lembaga 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan DPA milik EU-GDPR. 
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